PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 719 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
6 (ENAM) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA KELURAHAN
CEMPAKA BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa Lurah Cempaka Baru, Kota Administrasi Jakarta
Pusat mengajukan  permohonan penetapan  status
penggunaan Barang Milik Daerah berupa 6 (enam) unit
Kendaraan Dinas Operasional yang telah digunakan dan
dicatat dalam Kartu Inventaris Barang Kelurahan Cempaka
Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai surat tanggal
23 Desember 2020 Nomor 285/-077.31;

bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan
status penggunaannya pada Kelurahan Cempaka Baru, Kota
Administrasi Jakarta Pusat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang
Milik Daerah Berupa 6 (enam) Unit Kendaraan Dinas
Operasional pada Kelurahan Cempaka Baru, Kota
Administrasi Jakarta Pusat;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang
Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk
Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik
Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota J akarta;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 6 (ENAM) UNIT
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA KELURAHAN
CEMPAKA BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa
6 (enam) unit Kendaraan Dinas Operasional pada Kelurahan
Cempaka Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Lurah Cempaka Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat
melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan
Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan
secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta
melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang
Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.



KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang
Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,
menjadi tanggung jawab Lurah Cempaka Baru, Kota Administrasi
Jakarta Pusat.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2021

a.n. G RNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKR ARIS DAERAH,

LL H MATALI
Tembusan;

Gubernur DKI Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta

Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta

7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

8. Lurah Cempaka Baru

THLON -

o



I'TYLVIA HY

‘HV3ava s  ladyas
VIIVHV VLOXMNG]
SNSNHM HVYAVJ YNNAEGND ‘u'e

i
. @n snsnuyy
00°000°¢8Y 6% Zd 981+ d 8102 nun 1 TBeSTe}] 200000 | 666+0T0E0Z0 | 000Z0SSO0000Z0T 1070ULISg URRIEpUIY 9
¢ snsNUy
00°000 €8v'6Y MZd 661Y 8102 - upn s TesTed] 100000 | 666+010€0Z0 | 000Z0SS0000Z01 1070ULIDY UBETEPUIY S
ueduBIOId
00000 £0€ 6% AZd 66EY € L102 adgdy upn 1 BAIA €00000 | 66610T0£0Z0 | 000Z0S50000Z01 10jounlag| +
SBUI(] UEBIEPUIY
uedueIoIsd
00'000°€0€ 6 AZd-182v 9 L102 addv nun 1 BAIA 200000 | 6661010£020 | 000Z0SS0000201 1ojounlag| ¢
seUlJ UBBIEDUDY
uedueiolod
00°000 €0€'6% AZd TSOv 9 L10T adgdv mun 1 BAIA 100000 | 6661010€020 | 000T0SS0000Z01 lojounrsg| g
SBUIJ UBBIEpUIY
¢ . . WS'T
00°000°01+°012 dld €€06 9 S102 adgdv un 1 xn[1y /810601 100000 | 200€010€020 | 000ZOSS0000Z01 dn¥odf 1
uBY210I3d Bueieg J1931s@Boy duereg swap
uedueralay] (d) e8rey ueenquiad unyel,/1siod I0WoN uawnyo( ON ueyarolsd | uenieg | ueinyn odAL/HIoW Fuereg apoy U 9poY "ON
unyel, v180/ oSy JOWION / 3uereg sureN

NISEAN NVA NVLVIVIEd

LVSNd VIAVIVE ISVILSININQY VLOY ‘NAvd VIVdAIO NVHVINTEN vavd
TVNOISVIEJO SYNIQ NVVIVANTY vdN¥dg HVIAVA AITIN ONVIVY dV.LIvad

LVSNd VIAVIVE ISVALSININGY VLOM ‘Nyvd VIVdNAD

NVHVANTIN VAVd TYNOISVAIJO SYNIQ NVVAVANIY LINA {NVYNF)

9 VdNYEG HVJEVA JITIA DNVEVE NVYNNDONAd SNLVLS NVAV.LANAd
ONVINEL

1202 nNnuve 61/ yowoN

VLAVAVE VIOMNE] SNSNHY HYAAVA JNNJFGND NVSNLAdEY
NVAIdNY




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

